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Penyelenggaraan Pemerintahan 1.1 Latar Belakang

1.2.2 Kondisi Geografi dan Demografi .
1.2.3 Kondisi Ekonomi Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang

1.3 Isu Strategis baik, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah

menjadi bagian penting untuk menjamin pemerintahan telah
berjalan demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini selaras dengan tujuan
perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan
dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan
akuntabiitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan Kinerja (LKj) Provinsi Jambi Tahun 2017 disusun mengacu pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah,
serta mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Rl Nomor
PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang
baik di Indonesia.

Penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran untuk mengukur
pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Sedangkan
pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan
realisasi kinerja Pemerintah Provinsi Jambi.

1.2 Gambaran Umum Daerah

1.2.1 Kedudukan dan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan

Pemerintah Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Darurat
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat | Sumatera Barat, Jambi,
dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Penetapan Undang-Undang Nomor 19
Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat | Sumatera Barat,
Jambi, dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
pasal 57 dan 58, penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dalam hal ini Pemerintah Provinsi
Jambi terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Dalam
penyelenggaraannya, Pemerintah Provinsi Jambi berpedoman pada asas penyelenggaraan
pemerintahan negara yang terdiri atas:
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Kepastian hukum;

Tertib penyelenggara negara;
Kepentingan umum;
Keterbukaan;
Proporsionalitas;
Profesionalitas;
Akuntabilitas;

Efisiensi;

Efektivitas; dan

j.  Keadilan.

S@m o a0 T W

1.2.2 Kondisi Geografi dan Demografi

Luas wilayah Provinsi Jambi tercatat 53.435,92 Km? yang terbagi atas luas daratan
48.989,98 Km?dan luas lautan 4.445,94 Km? serta dengan panjang garis pantai 223,025 km. Luas
wilayah daratan terbesar di Provinsi Jambi berada di Kabupaten Merangin sebesar 7.508 km?
atau sebesar 15,31 % dari total luas wilayah Provinsi Jambi, diikuti oleh Kabupaten Tebo dan
Kabupaten Sarolangun masing-masing sebesar 6.205 km? dan 5.948 km?.

Tabel 1.1 Luas Wilayah Provinsi Jambi

No Kabupaten/Kota Luas (Km?)
1 Kerinci 3.334,99
2 Merangin 7.508,23
3 Sarolangun 5.948,73
4 Bungo 4.673,16
5 Tebo 6.205,81
6 Batanghari 5.536,86
7 Muaro Jambi 5.321,67
. Darat 4.990,95
8 Tanjung Jabung Barat Laut 384.21
. , Darat 4.943.36
9 Tanjung Jabung Timur Laut 4.061.73
10 Kota Sungai Penuh 353,76
11 Kota Jambi 172,26
Jumlah daratan 48.989,98
Jumlah lautan 4.445,94
Total 53.435,92

Sumber: RTRWP Jambi 2013-2033, 2013

1.2.2.1 Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Provinsi Jambi terletak diantara 02 74— 2° 46,16’ Lintang Selatan dan
101° 12’ — 104° 44’ Bujur Timur.Provinsi Jambi terletak pada Bagian Tengah Pulau Sumatera,
berhadapan dengan Selat Karimata dan Selat Berhala serta berada pada Alur Laut Kepulauan
Indonesia (ALKI) | dan lalu lintas internasional.Posisi ini menjadikan Provinsi Jambi masuk dalam
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Gambar 1.1 Peta Administrasi Provinsi Jambi

1.2.2.2 Topografi

Provinsi Jambi memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 m dpl
di bagian timur sampai pada ketingian di atas 1.000 m dpl, ke arah barat morfologi lahannya
semakin tinggi dimana di bagian barat merupakan kawasan pegunungan Bukit Barisan yang
berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat yang merupakan bagian dari kawasan
Taman Nasional Kerinci Seblat.

Tabel 1.2 Klasifikasi Ketinggian di Provinsi Jambi

Top.ogra-lfi / Luas Wilayah/
Ketinggian Kabupaten
(m/dpl) Ha %
1 2 3 4

Kota Jambi, Tanjung Jabung Barat,
3.431.165 67 Tanjung Jabung Timur, Muaro
Jambi, Merangin, Batang Hari
Sebagian Sarolangun, Tebo,
sebagian Batang Hari, Kota Sungai

Dataran Rendah
(0-100)

Dataran sedang

(100 -500) 503180 17 Penuh, Merangin, sebagian
Tanjung Jabung Barat,
Dataran Tineei Kerinci, Kota Sungai Penuh,
&8 765.655 16 sebagian Merangin, sebagian
(>500) X
Sarolangun dan sebagian Bungo
Jumlah 5.100.000 100

Sumber : RTRWP Jambi 2013-2033, 2013

1.2.2.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan
negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan,
termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis nasional yang
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berada di Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan

daya dukung lingkungan hidup. Adapun Kawasan Strategis Nasional yang termasuk dalam
kawasan wilayah Provinsi Jambi meliputi:

- Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu dan

Sumatera Selatan)

- Kawasan Taman Nasional Berbak (Provinsi Jambi)

- Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Provinsi Jambi dan Riau)

- Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (Provinsi Jambi)
Untuk Kawasan Strategis Provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai
pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan
sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi. Penetapan
kawasan strategis Provinsi Jambi lebih didasari oleh aspek pertumbuhan ekonomi adalah:

- Kawasan Muara Bulian - Jambi dan Sekitarnya

- Kawasan Strategis Perkotaan Muaro Bungo dan Perkotaan Sungai Penuh

- Kawasan Strategis Pantai Timur Provinsi Jambi - Kawasan Tanjab Barat dan Tanjab Timur

- Kawasan strategis Bangko — Sarolangun

Sementara Kawasan strategis Provinsi Jambi dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah :

- Kawasan wisata sejarah Candi Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi
- Kawasan Permukiman Suku Anak Dalam di Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tebo dan
Kabupaten Sarolangun.

Sedangkan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam
dan/atau teknologi tinggi adalah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Kabupaten
Kerinci.

Luas kawasan hutan di wilayah Provinsi Jambi berdasarkan fungsinya didominasi oleh
Hutan Produksi Tetap dan Taman Nasional. Rincian luas kawasan hutan dalam Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jambi berdasarkan fungsinya yang terdiri dari, Cagar Alam 4.990 Ha,
Taman Nasional 657.120 Ha, Taman Hutan Raya 33.943 Ha, Taman Wisata Alam 413 Ha, Hutan
Lindung 112.722 Ha, Hutan Produksi Terbatas 264.034 Ha, Hutan Produksi Tetap 1.006.266 Ha,
dan Hutan Lindung Gambut 60.810 Ha.
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1.2.2.4 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Provinsi Jambi berdasarkan Jambi Dalam Angka Tahun 2017 yang dirilis
oleh BPK adalah sebanyak 3.458.926 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata sebesar 68,96
jiwa/km? dengan kepadatan tertinggi berada di Kota Jambi sebesar 2.840,33 jiwa/km? dan Kota
Sungai Penuh sebesar 224,7 jiwa/km?. Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi lima tahun
terakhir rata-rata adalah sebesar 3,24 persen per tahun dengan rata pertumbuhan tertinggi di
Kabupaten Muaro Jambi sebesar 6,04 persen dan terendah di Kabupaten Kerinci sebesar 0,003

persen.
Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota
di Provinsi Jambi Tahun 2012-2016

No Kabupaten / Kota 2012 2013 2014 2015 2016
1 | Kerinci 235,797 236,762 234,003 234,882 235.800
2 | Merangin 350,062 358,530 360,187 366,315 372.200
3 | Sarolangun 259,963 267,549 272,203 278,222 284.200
4 | Batang Hari 252,731 258,016 257,201 260,631 263.900
5 | Muaro Jambi 363,994 376,619 388,323 399,157 410.340
6 | Tanjab Timur 211,057 212,218 212,084 213,670 215.320
7 | Tanjab Barat 293,594 301,469 304,899 310,914 316.810
8 | Tebo 313,420 321,641 324,919 330,962 337.020
9 | Bungo 320,300 329,934 336,320 344,100 351.880
10 | Kota Jambi 557,321 569,331 568,062 576,067 583.490
11 | Sungai Penuh 84,575 84,965 86,220 87,132 87,970
Provinsi Jambi 3,242,814 | 3,317,034 | 3,344,421 | 3,402,052 | 3.458.930

Sumber: Jambi Dalam Angka 2017, 2017

Dilihat dari posisi kewilayahan barat dan timur, maka persentase distribusi penduduk di
kedua wilayah tersebut terlihat relatif seimbang, yaitu 51,75 persen untuk wilayah timur
(Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Kota Jambi), dan
48,25 persen untuk wilayah barat (Kerinci, Sungai Penuh, Merangin, Sarolangun, Bungo dan
Tebo).
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Tabel 1.4
Kepadatan Penduduk di Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/Kota
Kepadatan
No Kabupaten/Kota Luas Daerah Jumiah Pe:duduk
(km?) Penduduk ..
(jiwa/km?)
1 | Kerinci 3,355,27 235.800 70.28
2 Merangin 7,679,00 372.200 48,47
3 | Sarolangun 6,184,00 284.200 45,96
4 | Batang Hari 5,804,00 263.900 45,47
5 | Muaro Jambi 5,326,00 410.340 77,04
6 | Tanjab Timur 5,445,00 215.320 39,54
7 | Tanjab Barat 4,649,85 316.810 68,13
8 | Tebo 6,461,00 337.020 52,16
9 | Bungo 4,659,00 351.880 75,53
10 | Kota Jambi 205,43 583.490 2,840,33
11 | Sungai Penuh 391,50 87,970 224,7
Jumlah 50,160,05 3.458.930 68,96
Sumber: Jambi Dalam Angka 2017, 2017
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Sumber: Jambi Dalam Angka 2017, 2017

Gambar 1.2 Perbandingan Penduduk Laki-laki dengan perempuan perkabupaten/
kota dalam Provinsi Jambi

Gambar 1.2 di atas memperlihatkan bahwa penduduk laki-laki di Provinsi Jambi lebih
banyak dibandingkan penduduk perempuan, kecuali di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai
Penuh. Beberapa hal yang diduga sebagai penyebab terjadinya hal ini adalah faktor migrasi,
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dimana penduduk laki-laki di kabupaten/ kota tersebut banyak merantau keluar daerah untuk
bekerja dan sebagian melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

1.2.3 Kondisi Ekonomi
1.2.3.1 Pertumbuhan PDRB

Pembangunan Provinsi Jambi tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi,
keduanya bersinergi dan saling terkait. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada 2017 sebesar
4,64 %, mengalami peningkatan 0,27 poin dibandingkan tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi ini
masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang menunjukan pertumbuhan
sebesar 5,07.

-~ Pertumbuhan ekonomi
788 Provinsi Jambi mulai mengalami

8 - penurunan sejak tahun 2015 akibat
6 - kondisi ekonomi dunia yang lesu
diiringi dengan kondisi ekonomi

41 5.02 421 4.37 4.64 Indonesia yang juga mengalami
2 - penurunan, menurunnya harga
. . . . . | minyak dunia serta peristiwa
2013 2014 2015 2016 2017 kebakaran hutan dan lahan. Namun
kondisi ini mulai membaik pada

=0==Pertumbuhan ekonomi Jambi tahun 2016 dan berlanjut pada

== Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2017, seiring dengan

Gambar 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Membaiknya harga produk-produk

dibandingkan Nasional Tahun 2013 - sektor pertanian dan perkebunan
2017 yang merupakan produk unggulan

Provinsi Jambi.

1.2.3.2 Inflasi

Inflasi menjadi indikator

10 - ekonomi yang penting terutama
a74 8.72 untuk fokus kesejahteraan

8 1 masyarakat. Tingkat inflasi Provinsi
6 - Jambi Tahun 2017 adalah 2,68, di
4 bawah tingkat inflasi nasional yang
;g; berada pada 3,61. Inflasi ini

2 menurun bila dibandingkan dengan
0 . . . . . inflasi tahun 2016 yang berada di

2013 2014 2015 2016 2017 angka 4,51 Hal ini disebabkan oleh

kenaikan indeks harga pada 4
==0==Jambi == Nasional

kelompok pengeluaran yaitu

Gambar 1.4 Inflasi Provinsi Jambi dibanding Nasional kelompok perumahan, listrik, air dan
Tahun 2013 - 2017
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gas; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga; kelompok sandang; serta kelompok makanan

jadi, minuman, rokok dan tembakau.

1.2.3.3 Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan

Masalah kemiskinan banyak dikaitkan dengan pembangunan ekonomi. Kemiskinan
merupakan masalah multidimensional yang telah lama menjadi isu sentral. Kemiskinan tidak lagi
dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak
dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan
dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Faktor utama penyebab kemiskinan meliputi
antara lain kelebihan penduduk, tidak meratanya distribusi sumberdaya ekonomi,
ketidakmampuan untuk memenuhi biaya hidup dan standar hidup yang tinggi, pendidikan dan
kesempatan kerja yang tidak memadai, dan degradasi lingkungan. Pada banyakkasus, penyebab
dan dampak kemiskinan saling berinteraksi, jadi apa yang membuat penduduk miskin juga
menciptakan kondisi yang membuat mereka tetap miskin. Kemiskinan bisa menjadi penghambat
pembangunan di masa mendatang yang akan berpengaruh terhadap pembangunan
berkelanjutan. Pemberantasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi
dunia saat ini.

12 -

1155 1198 o .\I—l—.\-

10 | 11.36 11.36 . 11.25 11.22 11.22 10.8¢ 10.86 1064 0.12

8 9.12

839 8.86 841 837 819 S
8.41 7.92
8.07 :

6 .

4 .

2 .

0 T T T T T T T T T 1
2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017
(Maret) (Sept) (Maret) (Sept) (Maret) (Sept) (Maret) (Sept) (Maret) (Sept)

=0=Jambi == Nasional

Gambar 1.5 Angka Kemiskinan Provinsi Jambi dibandingkan Nasional Tahun 2013-2017

Berdasarkan Berita Resmi yang diekspos BPS, dalam kurun waktu Maret-September
2017, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi terjadi penurunan. Jumlah penduduk miskin di
daerah perkotaan berkurang 2,13 ribu orang (dari 120,62 ribu orang pada Maret 2017 menjadi
118,49 ribu orang pada September 2017), demikian pula jumlah penduduk miskin di daerah
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perdesaan berkurang dari 165,93 ribu orang pada Maret 2017 menjadi 160,11 ribu orang pada

September 2017 atau terjadi penurunan sebanyak 5,81 ribu orang.

1.3 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam

perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan suatu wilayah

dimasa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun

regional. Isu — isu strategis yang menjadi perhatian Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1.

Tata kelola pemerintahan masih memerlukan perbaikan terutama dalam hal akuntabilitas
dan pelayanan publik. Hal ini berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan dalam
pengelolaan keuangan daerah yang belum berjalan efektif sehingga masih terjadi
penyalahgunaan keuangan daerah dalam bentuk tindak pidana korupsi. Selain itu, e-
government system belum optimal dan inovasi dalam penggalian sumber-sumber
pendapatan daerah menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pendapatan asli daerah
dan masih lambatnya birokrasi serta rendahnya kualitas pelayanan publik.

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) belum sesuai dengan kebutuhan pasar dan belum
mendukung pembangunan di Provinsi Jambi. Belum meratanya akses terhadap pendidikan
dan kesehatan yang berkualitas menjadi salah satu penyebab kualitas SDM belum memiliki
daya saing sesuai harapan. Disamping itu, mulai lunturnya nilai — nilai luhur agama dan
budaya juga berimplikasi pada minimnya SDM yang berkarakter dan berdaya saing.
Perbaikan karakter SDM sekaligus dapat mendukung upaya pemerintah pusat melalui
gerakan revolusi mental.

Predikat Provinsi Jambi sebagai salah satu daerah yang aman di Indonesia merupakan
salah satu hal positif yang harus dipertahankan. Situasi daerah yang kondusif akan menjadi
salah satu modal penciptaan iklim investasi di Provinsi Jambi.

Pengelolaan sumberdaya alam (SDA) belum optimal dan kurang mempertimbangkan
kelestarian lingkungan hidup. Kurang optimalnya pengelolaan SDA tersebut disebabkan
oleh kurangnya sentuhan IPTEK dan inovasi, sehingga nilai tambah produk unggulan daerah
tidak didapatkan oleh Provinsi Jambi. Demikian pula dengan eksplorasi sumberdaya alam
yang hanya berorientasi pada profit tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan.
Ketersediaan dan kualitas infrastruktur umum masih kurang memadai dalam mendukung
pengembangan wilayah.

Adanya kesenjangan ekonomi ditandai tingginya angka pengangguran dan jumlah
penduduk miskin.

Letak Jambi secara geografis sangat strategis dalam kawasan ASEAN dan Interregional
Sumatera (Provinsi Sumsel, Sumbar, Riau, Kepulauan Riau, dan Bengkulu) karena dapat
menjadi pintu gerbang keluar dan masuknya barang, jasa dan orang dari dan ke Batam,
Malaysia dan Singapura serta dari provinsi lain. Peran Jambi ke depan akan semakin
strategis sebagai bagian dari poros maritim dunia, pemberlakuan pasar bebas Asean
(AFTA) dan Asean — China (ACFTA) sertaPemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
Kondisi perekonomian global yang berfluktuatif berdampak terhadap harga komoditi
unggulan Provinsi Jambi seperti Migas, Batubara, Crude Palm Qil (CPO), Karet dan kelapa
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10.

11.

dalam. Kondisi ini berdampak pada pendapatan masyarakat yang sekitar 65 persen berada
disektor pertanian dan perkebunan yang pada gilirannya berdampak pada daya beli
masyarakat.

Isu dunia yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan iklim terkait program
Pengurangan Emisi Karbon akibat Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan serta SDGs.
Dalam hal pengurangan emisi, Provinsi Jambi berpotensi menjadi daerah yang potensial
untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Sebagai jantung pulau Sumatera, posisi hutan
Jambi sangat strategis sebagai rumah terakhir bagi keanekaragaman hayati Sumatera.
Dengan memiliki 4 Taman Nasional (TNKS, TNBT, TNBD dan TNB) dapat dipastikan Provinsi
Jambi merupakan benteng terakhir dari habitat bermacam satwa liar, seperti Harimau
Sumatera (Panthera tigris sumatrae), Badak Sumatera (Dicerorhinus sumatraensis), Gajah
Sumatera (Elephas maximus) dan lainnya yang terus menurun drastis akibat perburuan dan
penyempitan habitat. Selain itu juga sebagai sebagai rumah yang nyaman untuk flora khas
seperti cendawan muka harimau (Raflesia haseltii), Raflesia arnoldi, Amorphopalus titanum
dan berbagai jenis kekayuan, perdu juga bebungaan. Demikian pula dalam hal pencapaian
SDGs, Provinsi Jambi harus ikut berperan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar manusia.
Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan energi harus
didukung dengan peningkatan produksi pangan melalui perbaikan sarana prasarana
pendukung dan intensifikasi serta pemberian sentuhan ilmu pengetahuan, teknologi dan
inovasi dalam pengolahan lahan pertanian serta optimalisasi penggunaan potensi energi
baru dan terbarukan guna pemenuhan kebutuhan energi di Provinsi Jambi.

Penyelesaian Batas Provinsi Jambi dan Provinsi berbatasan merupakan agenda yang harus
mendapat perhatian untuk pembangunan lima tahun ke depan. Hal ini terkait dengan upaya
pembangunan wilayah perbatasan yang sampai saat ini masih belum optimal.
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PERENCANAAN KINERJA

Bab Il Berisi:

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi dan Misi

2.1.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja

2.1 Rencana Strategis Utamma
2.2 Perjanjian Kinerja

2.1.1 Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan rencana strategis
daerah untuk periode 5 tahun. RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 memuat Visi, Misi, Tujuan
dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye,
maka Visi Pembangunan yang ditetapkanuntuk tahun 2016 — 2021, yaitu :

“Tertib, Unggul, Nyaman Tangguh, Adil dan Sejahtera”
JAMBI TUNTAS 2021

Tertib: diartikan sebagai wujud tata kelola pemerintah Provinsi Jambi yangmenerapkan
prinsip-prinsip tata pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan
harmonis yang tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya
keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, birokrasi pemerintahan yang
professional dan berkinerja tinggi, adanya jaminankepastian hukum, serta terjadi
harmonisasi antar tingkatan pemerintahan dari pusat sampai desa.

Unggul: Menggambarkan kualitas Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi yang berdaya
saing dan mampu menjadi modal sosial bagi perwujudan perekonomian Provinsi
Jambi yang berdaya saing.

Nyaman: Keadaan yang menggambarkan kehidupan masyarakat di Provinsi Jambi yang
hidup dalam suasana aman, tenteram, damai, saling menghargai dan bertoleransi
tinggi antar Suku, Agama dan Ras dilandasi supremasi hukum sehingga dapat
mendorong iklim investasi dan berusaha yang kondusif.

Tangguh: Menggambarkan kemandirian ekonomi masyarakat yang mampu bertahan
terhadap goncangan ekonomi global dan mampu bersaing secara global,
berkembangnya llmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) serta
pembangunan yang berwawasan lingkungan

Adil: mengartikan perwujudan pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi,
baik antar individu, golongan maupun antar wilayah, sehingga hasil dari
pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat

Sejahtera: mengandung makna bahwa kondisi semua lapisan masyarakat secara menyeluruh
dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik dibidang sosial, ekonomi, politik dan
budayaMisi
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Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Provinsi

Jambi Tahun 2016 — 2021 sebagai berikut:

1.

Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan
partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik, yaitu menerapkan prinsip — prinsip
tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kuantitas aparatur pemerintahan yang
profesional, berkinerja tinggi dan berorientasi melayani masyarakat.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan
berkesetaraan gender, yaitu membangun sumber daya manusia yang berdaya saing, ditandai
oleh penduduk laki-laki dan perempuan yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat
masyarakat kesehatan yang lebih baik serta adil dalam kerangka masyarakat yang berbudaya
dan agamis .

Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran
hukum masyarakat, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan
terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga
suasana aman, tenteram dan kondusif.

Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan
yang didukung oleh penerapan llmu Pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN)
berwawasan lingkungan, yaitu meningkatkan nilai tambah produk — produk unggulan daerah
dengan memanfaatkan IPTEKIN yang ramah lingkungan.

Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan
sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan, yaitu meningkatkan aksesibilitas
dan kualitas infrastruktur-dasar serta mengoptimalkan potensi sumber energi terbarukan
untuk pemerataan akses energi wilayah sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan
mobilitas penduduk antar wilayah

Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, yaitu meningkatkan aksesibilitas masyarakat

miskin terhadap kehidupan yang lebih baik.

2.1.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama

2.1.2.1 Tujuan

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan pembangunan

daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan adalah :

1

Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan
partisipatif
Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas kesehatan

7Y | LKj Pemprov. Jambi Tahun 2017



[PERENCANAAN KINERJA] REI:R]

O 00 N O U b

11

12

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan

Meningkatkan kualitas SDM yang berbudaya dan agamis

Meningkatkan kualitas SDM perempuan

Mewujudkan keamanan dan ketertiban daerah

Meningkatkan daya saing daerah berbasis IPTEKIN

Meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian

Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum

Meningkatkan kualitas pengelolaan energi dan sumberdaya alam yang berkeadilan dan
berwawasan lingkungan

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat

2.1.2.2 Sasaran

Berdasarkan tujuan, maka sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah
yang efisien

Meningkatnya kualitas pelayanan pada instansi/ lembaga pemerintah daerah yang melayani
publik

Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

Meningkatnya kualitas pendidikan menengah

Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan
budaya

Meningkatnya harmonisasi kehidupan umat beragama

Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan
Meningkatnya stabilitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kesadaran politik
dan hukum

Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP)

Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah

Meningkatnya kemandirian pangan berbasis sumber pangan lokal

Meningkatnya indeks pertanaman pada lahan tanaman pangan

Akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan
sentra perekonomian

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik

Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi

Meningkatnya tata kelola energi dan sumberdaya alam yang berkelanjutan
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17.
18.
19.

20.
21.

2.1.2.3

pendapatan daerah dan masyarakat dengan dampak lingkungan yang minimal

Jambi

ekonomi

Menurunnya angka kemiskinan

Menurunnya angka pengangguran

Indikator Kinerja Utama

Meningkatnya pengelolaan SDA dan bahan tambang yang memberi manfaat ekonomi untuk

Meningkatnya kualitas pengelolaan DAS dan meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi

Terwujudnya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan perkembangan sosial dan

Sebagai alat pengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis, maka ditetapkan
indikator kinerja utama dan target yang akan dicapai. Adapun indikator kinerja utama dan target
masing-masing sasaran strategis dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja
(outcome)

Kondisi
Awal 2015

Target

2017

Kondisi
Akhir 2021

Visi: Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera

MISI 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan,akuntabel

dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik

Nilai SAKIP CcC B BB
"c\;lf:/klgll:j:an Meningkatnya Hasil audit BPK
merintahan transparansi dan terhadap laporan WTP WTP WTP
P akuntabilitas keuangan
daerah yang il —
bersih kinerjaserta Efisiensi
transparan, E:SSEIZIEZZ ot pengelolaan 109,26 108 100,93
akuntabel dan g' ' Keuangan daerah
artisipatif yang efisien Indeks transparansi
P ransp 6,32 6,5 7,05
Pemerintah
Meningkatnya
Meningkatkan kualitas
kualitas pelayanan pada
instansi/lembaga IKM B B A
pelayanan .
ublik pemerintah
P daerah yang
melayani publik
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Target
Tuiuan Sasaran Indikator Kinerja Kondisi
) (outcome) Awal 2015 2017 Kondisi
Akhir 2021
MISI 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis,
dan berkesetaraan gender.
Usla Harapan 70,43 70,7 72
Hidup
Angka Kematian
Meningkatkan Ibu (per 100.000 359 359 356
kualitas kelahiran)
sumberdaya Meningkatnya
manusi'a kualitas Angka Kematian
melalui el Bayi (per 1000 34 33,7 32
peningkatan masyarakat kelahiran hidup)
kualitas
kesehatan Prevalensi
kekurangan gizi 19.7
(underweight) pada | (Riskesdas 17 15
anak balita 2013)
(persen)
Meningkatkan
kualitas meningkatnya
sumberdaya kualitas Tingkat kelulusan " o o
manusia Pendidikan SMA dan SMK 94% 99,1% 99,50%
melalui Menengah
pendidikan
Meningkatnya
kesadaran dan HAKI (Hak Atas
pengetahuan kekayaan 10 30 70
Meningkatkan | mayarakat dalam | Intelektual) Karya
kualitas SDM pengembangan Seni
yang seni dan budaya
berbudaya
dan agamis Meningkatnya
harmonisasi Indeks Kebebasan
2
kehidupan umat Berkeyakinan 76,67 84,27 99,47
beragama
Meningkatnya IPG 87,88 91,02 95,01
Meningkatkan szgzmzf dan
kualitas SDM P P .
Perempuan perempuan di
berbagai bidang IDG 61.93 63,02 67,01
kehidupan
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Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja
(outcome)

Kondisi
Awal 2015

Target

2017

Kondisi
Akhir 2021

MISI 3: Menjaga situasi daerah yang

hukum masyarakat

kondusif, toleransi antar umat Beragama dan kesadaran

Mewujudkan
keamanan dan
ketertiban
daerah

Meningkatnya
stabilitas
tibumtranmas,
kesadaran politik
dan hukum

Indeks Kebebasan
Sipil

75,89

76,5

77,9

MISI 4 : Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi
kerakyatan yang didukung oleh penerapan limu pengetahuan,
(IPTEKIN) berwawasan lingkungan

teknologi, dan inovasi

Meningkatnya
Total Factor TFP NA 1,1 1,5
Meningkatkan | proguctivity (TFP)
daya saing
daerah
berbasis Perubahan p o
IPTEKIN struktur ekonomi pz:lsiigk?czn o
yang mampu 19,00% 20,0% 24,00%
memberikan nilai i
terhadap PDRB
tambah
Meningkatnya
kemandirian Ketersediaan
pangan berbasis Energi 3.204 3.210 3.217
sumber pangan (kkal/kap/hari)
lokal
Meningkatkan Persentase
ekonomi Peningkatan luas
kerakyatan lahan dengan
berbasis Meningkatnya Indeks
pertanian Indeks Pertanaman:
Pertanaman pada | 5,00 (35.061 12 |72
lahan Tanaman Ha)
Pangan (37.662
Ha)
-1P 300 (1.400 Ha) 1,4 |84
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(1.521,79
Ha)
Target
Tuiuan Sasaran Indikator Kinerja Kondisi
) (outcome) Awal 2015 5007 Kondisi
Akhir 2021

MISI 5 : Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, Pengelolaan energi dan
sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan

akselk;erasi Persentase jalan
pembangunan i ;
provinsi menuju
infrastruktur sentra produksi 73,51 75,67 80
transportasiyang | kondisi mantap
menyentuh
terhadap akses Jalan dalam kondisi
dan sentra mantap 75,56 77,64 82,52
perekonomian
Meningkatkan )
aksesibilitas Meningkatnya . e —
dan kualitas pemenuhan Rasio Elektrifikasi 81,5 88 96
infrastruktur kebutuhan listrik
umum Proporsi rumah
tangga dengan
) akses
Meningkatnya berkelanjutan
akses terhadap terhadap air 62,75% 74% 95%
air bersih dan minum layak,
pemenuhan perkotaan dan
kebutuhan pedesaan
jaringan irigasi
persentase jaringan
irigasi dalam 66,35% 75% 95%
kondisi baik
meningkatnya MBI R
Meningkatkan | tata kelola energi :
kualitas dan sumberdaya Ezrr:gil;:;ign NA 8% 20%
pengelolaan alam yang energi terbarukan
energi dan berkelanjutan
sumberdaya Meningkatnya
Persentase
alam yang pengelolaan SDA Perusahaan
berkeadilan dan bahan minerba yang
dan 9 9
tambangyang menerapkan > 75% NA 15% 75%
berwawasan memberi manfaat -
. . syarat good mining
lingkungan ekonomi untuk

pendapatan

practise
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daerah dan
masyarakat persentase
sekitar dengan peningkatan 577 89 15
dampak perusahaan proper
lingkungan yang hijau
minimal
Target
Tuiuan Sasaran Indikator Kinerja Kondisi ..
] (outcome) Awal 2015 | 2017 Ko.nd|5|
Akhir 2021
Persentase
peningkatan 7% 8,1% 10%
industri ekowisata
Indeks tata kelola 33 35 50
hutan
Persentase
Meningkatnya penurunan luas 0
kualitas kawasan hutan (1335())00 26,5% 50%&3'000
pengelolaan DAS dan lahan
dan meningkatnya | terbakar
luasan tutupan persentase 2%
lahan di Provinsi penurunan luas (1'453602 2% (1.284.112
Jambi lahan kritis Ha
i< Kualitag 52,72 | 52,76 52,84
Lingkungan Hidup
MISI 6 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat
Menurunnya . Angka Kemiskinan 9,12 8,05 7,09
angka kemiskinan
Menurunnya Tingkat
angka pengangguran 4,20% 3,7% 2,50%
Meningkatkan pengangguran Terbuka
kualitas hidup | Terwujudnya
masyarakat keseimbangan
antara jumlah .
penduduk dengan Laju Pertumbuhan 2,24 2,11 1,82
Penduduk
perkembangan
sosial dan
ekonomi
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2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah wujud komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk mencapai
sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang terukur. Adapun Perjanjian Kinerja
Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
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Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2017

BAB Il

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1. | Meningkatnya Nilai SAKIP B
transparansi dan
akuntab”itas kinerja HaSi| audit BPK terhadap WTP
serta pengelolaan laporan keuangan
keuangan daerah yang Efisiensi Pengelolaan 108
efisien seiring keuangan daerah
peningkatan kualitas
pelayanan publik Indeks transparansi 6,5
pemerintah
Indeks Kepuasan B
Masyarakat
2. | Meningkatnya kualitas | 1. Usia Harapan Hidup 70,7
kesehatan, pendidikan
menengah,  kesadaran . Angka Kematian lbu 359
dan pengetahuan dalam melahirkan per 100.000
pengembangan seni kelahiran hidup
budaya serta kapabilitas
dan partisipasi | 3- Angka Kematian Bayi per 33,7
perempuan di berbagai 1000 kelahiran hidup
bidang kehidupan . Prevalensi kekurangan gizi 17
pada anak balita (persen)
.. Tingkat kelulusan SMA dan 99,1%
SMK
. HAKI karya seni 30
. Indeks Kebebasan 84,27
berkeyakinan
. IPG 91,02
. IDG 63,02
3. | Meningkatnya stabilitas | 1. Indeks Kebebasan Sipil 76,5

tibumtranmas,
kesadaran politik dan
hukum
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No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
4. | Meningkatnya Total . TFP 1,1
Factor Productivity (TFP)
guna mendukung . Ketersediaan. energi 3210
perubahan struktur (ikal/kap/hari)
ekonomi yag mampu . Indeks Pertanaman:
memberikan nilai - 1P 200 1,2,0%
tambah serta - 1P 300 1,4%
terwujudnya . Persentase share sektor 20%
kemandirian pangan sekunder terhadap PDRB
berbasis sumber pangan
lokal melalui
peningkatan indeks
pertanaman  tanaman
pangan
5. | Meningkatnya kualitas Persentase jalan provinsi 75,67%
infrastruktur menuju sentra produksi
transportasi, energi dan kondisi mantap
listrik, serta terciptanya Jalan dalam kondisi 77,64%
kualitas dan kesediaan mantap
jaringan irigasi dan air Rasio elektrifikasi 88
bersih
Proporsi rumah tangga 74%
dengan akses
berkelanjutan terhadap air
minum layak, perkotaan
dan perdesaan
. Persentase jaringan irigasi 75%
dalam kondisi baik
6. | Meningkatnya Persentase  peningkatan 8%
pengelolaan energi dan pemanfaatan energi
SDA yang memberi terbarukan
manfaat ekonomi untuk
pendapatan daerah dan Persentase perusahaan 15%
masyarakat dengan minerba yang menerapkan
dampak lingkungan >75% syarat good mining
yang minimal sehingga practice
terwujud pengelolaan Persentase  peningkatan 8,9
DAS yang berkualitas perusahaan proper hijau
Persentase  peningkatan 8,1

industri ekowisata
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No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
Indeks Tata Kelola Hutan 35
Persentase penurunan luas 26,5%
kawasan hutan dan lahan
terbakar
Persentase penurunan luas
lahan kritis 2%
Indeks Kualitas Lingkungan 52,76
Hidup
7. | Menurunnya angka Angka Kemiskinan 8,05
kemiskinan dan
pengangguran S Tingkat Pengangguran 3,7%
terwujudnya keserasian, Terbuka
keselarasan dan
kesei Laju Pertumbuhan 2,11
eseibangan antara
jumlah penduduk Penduduk

dengan perkembangan
sosial ekonomi
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[ — BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Bab Il Berisi:

3.1 Capaian Kinerja

3.1.1. Capaian IKU

3.1.2. Evaluasi dan Analisis Capaian

Kinerja 3.1 Capaian Kinerja
3.2. Indikator Kinerja lainnya . .
3.3. Realisasi Anggaran Pendekatan manajemen pembangunan berbasis

kinerja berorientasi pada perubahan yang lebih baik, dimana program/ kegiatan dan sumber
daya anggaran digunakan sebagai alat untuk mencapai rumusan perubahan baik pada keluaran
maupun dampak yang dihasilkan. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good government
dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi
pemerintah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang
langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan
pertanggungjawaban program/ kegiatan menjadi penting dalam memastikan akuntabilitas
kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Sebagai pengejawantahan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk membangun
akuntabilitas kinerja, pengembangan monitoring dan evaluasi kinerja adalah faktor kunci untuk
mendorong pelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada
perbaikan pelayanan publik. Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk
akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada setiap instansi
pemerintah atas penggunaan anggaran. Dalam hal ini, aturan perundangan-undangan yang
dipakai sebagai pedoman penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah ini adalah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelapora Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja maka dibutuhkan suatu skala penilaian. Dalam
hal ini skala yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara
Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dengan tingkatan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kriteria Penilaian Realisasi
No . .. Kode
Kinerja Kinerja

1 91-2>100 Sangat Tinggi

2 76-90 Tinggi

3 66 — 75 Sedang

4 51-65 Rendah

5 <50 Sangat Rendah _
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3.1.1 Capaian IKU

dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan

diuraikan dalam tabel 3.1 selanjutnya digunakan dalam pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi

Jambi. Pencapaian IKU Gubernur Jambi sampai dengan tahun 2017 secara ringkas dapat dilihat

pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama sampai dengan Tahun 2017

N Kondisi 2017 Target Cap:;r;s/d
o Indikator ':(‘:’12’5' Target | Realisasi T’ . gl(;g: terhadap
( ) Realisasi ( ) 2021 (%)
1 | Nilai SAKIP CcC B CC 97,83 BB 83,85
2 | Hasil audit BPK WTP WTP WTP 100 WTP 100,00
terhadap laporan
keuangan
3 | Efisiensi pengelolaan 109,26 108,0 89,32 117,30 100,93 111,50
Keuangan daerah
4 | Indeks transparansi 6,32 6,5 6,32 97,23 7,05 89,65
Pemerintah
5 | IKM B B B 100 A 96,22
6 | Usia Harapan Hidup 70,43 70,7 70,71 100,01 72 98,21
7 | Angka Kematian Ibu 359 359 359 100 356 99,16
(per 100.000
kelahiran)
8 | Angka Kematian Bayi 34 33,7 34 99,11 32 94,75
(per 1000 kelahiran
hidup)
9 | Prevalensi 19.7 17 19,7 84,12 15 68,67
kekurangan gizi (Riskesda
(underweight) pada s 2013)
anak balita (persen)
10 | Angka melanjutkan 42,3 45,47 44,38 97,60 60,73 73,08
ke PT akreditasi A
11 | Tingkat kelulusan 94% 99,1% 100% 100,91 99,5% 100,50
SMA dan SMK
12 | HAKI (Hak Atas 10 30 45 150 70 64,29
kekayaan Intelektual)
Karya Seni
13 | Indeks Kebebasan 76,67 84,27 87,02 103,26 99,47 87,48
Berkeyakinan
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2017 i
Kondisi Target GEpEEn g
N . . 2017
o Indikator Awal Target | Realisasi % Akhir terhadap
(2015) Realisasi (2021) 2021 (%)
14 | IPG 87,88 91,02 88,29 97 95,01 92,93
15 | IDG 61.93 63,02 63,14 100,19 67,01 94,22
16 | Indeks Kebebasan 75,89 76,5 84,39 110,31 77,9 108,33
Sipil
17 | TFP NA 1,1 0,88 80 1,5 58,67
18 | Persentase share 18,38% 20% 17,44% 87,2 24,00% 72,67
sektor Sekunder
terhadap PDRB
19 | Ketersediaan Energi 3.204 3.210 3.425 106,7 3.217 106,47
(kkal/kap/hari)
20 | Persentase
Peningkatan luas
lahan dengan Indeks
Pertanaman:
-1P 200 (35.061 1,2 42,35 3529,02 7,2 451,63
Ha) (37.662
Ha)
- 1P 300 (1.400 1,4 35,64 2545,92 8,4 295,70
Ha) (1.521,79
Ha)
21 | Persentase jalan 73,51 75,67 74,223 98,09 80,00 92,78
provinsi menuju
sentra produksi
kondisi mantap
22 | Jalan dalam kondisi 75,56 77,64 76,573 98,63 82,52 92,79
mantap
23 | Rasio Elektrifikasi 81,5 88 92,22 104,8 96 96,06
24 | Proporsi rumah 62,75 74% 70,0% 94,59 95% 73,68
tangga dengan akses
berkelanjutan
terhadap air minum
layak, perkotaan dan
pedesaan
25 | persentase jaringan 66,35% 75% 76,2% 101,6 95% 80,21
irigasi dalam kondisi
baik
26 | persentase NA 8% 8,02% 100,25 20%

peningkatan
pemanfaatan energi
terbarukan
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N Kondisi 2017 Target Cap:(I)all;s/d
o Indikator :;’135' Target | Realisasi OIA . 252:{ terhadap
( ) Realisasi ( ) 2021 (%)
27 | Persentase NA 15% 17,9% 119,33 75%
Perusahaan minerba
yang menerapkan >
75% syarat good
mining practise
28 | persentase 6,25 8,9 8,4% 94,38 15,00 56,00
perusahaan proper
hijau
29 | Persentase 7% 8,1 100 1234,6 10% 1000
peningkatan industri
ekowisata
30 | Indeks tata kelola 33 35 35 100 50 70,00
hutan
31 | Persentase (130.000 | 26,5% | 99,56% 375,72 50% 194,28
penurunan luas Ha) (10.000
kawasan hutan dan Ha)
lahan terbakar
32 | persentase (1.420.60 2% 0,003% 10% 405,41
penurunan luas lahan 2 Ha) (1.284.112
kritis Ha
33 | Indeks Kualitas 52,72 52,76 64,01 121,32 52,84 121,14
Lingkungan Hidup
34 | Angka Kemiskinan 9,12 8,05 7,90 101,86 7,09 88,58
35 | Tingkat 4,34% 3,7% 3,87% 99,95 2,5% 54,8
pengangguran
Terbuka
36 | Laju Pertumbuhan 2,24 2,11 1,67 120,85 1,82 108,24
Penduduk

Dari 36 Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas, 23 indikator menunjukkan capaian 100% atau
lebih. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan dukungan kerja keras seluruh stakeholder dalam
pelaksanaan program pendukung sasaran tersebut. Bila dikelompokkan berdasarkan kriteria
penilaian realisasi kinerja sebagaimana tabel 3.1, maka 32 indikator (88,89%) masuk dalam
kategori dengan capaian sangat tinggi, 3 indikator (8,33%) dengan capaian tinggi, dan 1 indikator
(0,01%) terealisasi sangat rendah. Sejumlah target IKU yang tingkat pencapaiannya belum
optimal pada tahun 2017 akan diupayakan melalui kinerja yang lebih keras, fokus dan terarah
dengan pertimbangan sejumlah analisa di masa yang akan datang. Secara umum, tingkat capaian
seluruh indikator dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
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BAB IlI

M sangat tinggi

8.33%

B tinggi

0% 0%

0.01%

sedang Mrendah & sangatrendah

Gambar 3.1 Persentase capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

Sebagian besar indikator yang digunakan sebagai IKU menggunakan data yang diukur
oleh lembaga di luar Pemerintah Provinsi Jambi dan beberapa diantaranya tidak dilakukan setiap
tahun. Oleh karena itu untuk mengukur capaian kinerja tahun 2017 terhadap indikator yang
belum dirilis oleh lembaga-lembaga tersebut ataupun tidak disurvey pada tahun 2017 maka data
capaian akan menggunakan data terakhir dan selanjutnya akan dijelaskan capaian indikator
proxy yang mendukung capaian IKU pada subbab Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.

Tabel 3.3 Kinerja dan Realisasi Pencapaian IKU Tahun 2017

Kondisi Target | Capaian 2018
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Awal 2017 2017 (Target
PK
(2015) RPJMD)
Meningkatnya Nilai SAKIP cC B CcC B B
transparansi dan Hasil audit BPK
akuntabilitas terhadap laporan WTP WTP WTP WTP WTP
kinerja serta keuangan
pengelolaan Efisiensi
keuangan daerah | pengelolaan 109,26 | 108,0 | 89,32 106 106
yang efisien Keuangan daerah
Indeks transparansi 6,32 6,5 6,32 6,7 6,7
Pemerintah
Meningkatnya
kualitas pelayanan
pada
instansi/lembaga kM B B 8 A A
pemerintah daerah
yang melayani
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Kondisi Target | Capaian 2018
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Awal 2017 2017 (Target
PK
(2015) RPJMD)

publik
Meningkatnya Usia Harapan
kualitas kesehatan | Hidup 70,43 70,7 70,71 70,9 70,9
masyarakat

Angka Kematian

Ibu (per 100.000 359 359 359 358 358

kelahiran)

Angka Kematian

Bayi (per 1000 34 33,7 34 33,3 33,3

kelahiran hidup)

Prevalensi

kekurangan gizi .19'7

. (Riskesd 17 19,7 17 17
(underweight) pada
. as 2013)

anak balita (persen)
meningkatnya Angka melanjutkan
kualitas Pendidikan | ke PT akreditasi A 42,3 45,47 44,38 48,88 44,5
Menengah

Tingkat kelulusan

SMA dan SMK 94% 99,1% 100% 99,2% 99,2%
Meningkatnya
kesadaran dan HAKI (Hak Atas
pengetahuan kekayaan
mayarakat dalam Intelektual) Karya 10 30 45 40 40
pengembangan Seni
seni dan budaya
Meningkatnya
harmonisasi Indeks Kebebasan
kehidupan umat Berkeyakinan 76,67 84,27 87,02 88,07 88,07
beragama
Meningkatnya
kapabilitas dan PG 87,88 91,02 88,29 92,02 92,02
partisipasi
perempuan di
berbagai bidang
kehidupan DG 61.93 63,02 63,14 64 64
Meningkatnya
sjcab|l|tas Indeks Kebebasan
tibumtranmas, | .y 7589 | 765 | 84,39 77 77
kesadaran politik
dan hukum
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Kondisi Target | Capaian 2018
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Awal 2017 2017 (Target
PK
(2015) RPJMD)
Meningkatnya
Total Factor TFP NA 11 0,88 1,2 1,0
Productivity (TFP)
Perubahan struktur
ekonomi yang Persentase share
mampu sektor Sekunder 18,38% | 20% | 17,44% | 21,0% | 21,0%
memberikan nilai terhadap PDRB
tambah
Meningkatnya
kemandirian Ketersediaan
pangan berbasis | Energi 3204 | 3210 | 3.425 | 3212 | 3212
sumber pangan (kkal/kap/hari)
lokal
Meningkatnya Persentase
Indeks Pertanaman | Peningkatan luas
pada lahan lahan dengan
Tanaman Pangan Indeks
Pertanaman:
-1P 200 (35.061 1,2 5,04 1,2% 1,2%
Ha)
-1P 300 (1.400 1,4 24,71 1,4% 1,4%
Ha)
akselerasi Persentase jalan
pembangunan provinsi menuju
infrastruktur sentra produksi 73,51 75,67 74,223 76,67% | 76,67%
transportasi yang kondisi mantap
menyentuh
terhadap akses dan | Jalan dalam kondisi
sentra mantap 75,56 77,64 76,573 78,82% 78,82%
perekonomian
Meningkatnya Rasio Elektrifikasi
pemenuhan 81,5 88 92,22 90 a0
kebutuhan listrik
Meningkatnya Proporsi rumah
akses terhadap air | tangga dengan
bersih dan akses
pemenuhan berkelanjutan
kebutuhan jaringan | terhadap air 62,75 74% 70,0% 80% 80%
irigasi minum layak,
perkotaan dan
pedesaan
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Kondisi Target | Capaian 2018
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Awal . > (Target
(2015) 2017 2017 ; PK
RPJMD
persentase jaringan
irigasi dalam 66,35% | 75% | 762% | 78% 78%
kondisi baik
meningkatnya tata | persentase
kelola energi dan peningkatan NA 89% 8,02% 11% 11%
sumberdaya alam pemanfaatan
yang berkelanjutan | energi terbarukan
Meningkatnya Persentase
pengelolaan SDA Perusahaan
dan bahan minerba yang
tambang yang menerapkan > 75% NA 15% 17,9% 30% 30%
memberi manfaat syarat good mining
ekonomi untuk practise
pendapatan daerah
dan masyarakat persentase
kitar d
sekitar e.ngan p?rusahaan proper 6.25 8.9 8,4% 10,3 10,3
dampak lingkungan | hijau
yang minimal
Persentase
peningkatan 7% 8,1 50 8,4 8,4
industri ekowisata
Men.mgkatnya Indeks tata kelola 33 35 35 40 40
kualitas hutan
pengelolaan DAS Persentase
d ingkat . 9 9
an meningkatnya | penurunan luas (130.00 26.5% | 99,56% 30,8% 30,8%
luasan tutupan kawasan hutan dan 0 Ha)
lahan di Provinsi lahan terbakar
Jambi persentase
penurunan luas (1.420.6 o o 0 o
lahan kritis 02 Ha) 2% 0,003% 2% 2%
Indeks Kualitas 52,72 | 52,76 | 6401 | 52,78 | 52,78
Lingkungan Hidup
Menurunnya angka | Angka Kemiskinan
kemiskinan 9,12 8,05 7,90 7,99 7,99
Menurunnya angka | Tingkat
pengangguran pengangguran 4,34% 3,7% 3,87% 3,5% 3,5%
Terbuka
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Kondisi Target | Capaian 2018
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Awal 2017 2017 (Target
PK
(2015) RPJMD)
Terwujudnya Laju Pertumbuhan
keseimbangan Penduduk
antara jumlah
penduduk dengan 2,24 2,11 1,67 2,04 2,04
perkembangan
sosial dan ekonomi

3.1.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja sebagaimana diuraikan
dalam subbab sebelumnya. Penyajian untuk subbab ini disajikan berdasarkan sasaran pada
masing-masing tujuan sebagai berikut:

Tujuan 1  Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang

bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif

Istilah good and clean governance memiliki pengertian akan segala hal terkait dengan
tindakan yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk
mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam prakteknya, pemerintahan
yang bersih adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan
partisipatif.

Sasaran 1.1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan

keuangan daerah yang efisien

Tata kelola pemerintahan yang baik lazim digambarkan dalam 3 pilar yaitu akuntabilitas,
tranparansi dan partisipasi. Ketiga pilar tersebut menunjukkan pengakuan akan kontribusi bukan
hanya pemerintah dalam penyelesaian urusan-urusan publik, namun juga masyarakat dan pihak
non pemerintah lainnya. Capaian sasaran meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja
pengelolaan keuangan daerah yang efisien ditunjukkan ditunjukkan oleh capaian indikator
kinerja berikut ini:
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Nilai SAKIP
97.83%
Hasil Audit BPK terhadap Laporan 100%
Keuangan Daerah
Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah
7.30%
Indeks Transparansi Pemerintah
97.23%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

B Target M Realisasi

Gambar 3.2 Capaian Sasaran meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pengelolaan
keuangan daerah yang efisien

1.1.1. Nilai SAKIP

Akuntabilitas kinerja adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah mengubah
orientasinya dari berorientasi pada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi
beorientasi pada hasil atau outcome. Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, instansi Pemerintah
disorong untuk lebih akuntabel dan lebih bertanggungjawab terhadap kinerja atau hasil yang
dicapai.

Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas instansi pemerintah terhadap kinerjanya, setiap
tahun Kementerian PANRB melakukan evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP), baik di tingkat Pusat maupun daerah. Komponen penilaian meliputi
perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian
kinerja. Instansi pemerintah yang dinilai akuntabel atau yang akuntabilitas kinerjanya baik
adalah instansi yang berdasarkan hasil evaluasi memperoleh predikat minimal “B” atau “Baik”.

Capaian kinerja akuntabilitas kinerja menunjukkan hasil yang belum baik secara
predikat, karena Pemerintah Provinsi Jambi baru memperoleh predikat CC dengan nilai 58,7.
Bila dibandingkan dengan target, dimana target pada tahun 2017 adalah B, maka persentase
realisasi capaian kinerja pada indikator ini baru mencapai 97,83% atau masuk dalam kategori
sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2021, maka capaian
hingga tahun 2017 ini mencapai 97,83% atau masuk dalam kategori sangat baik. Bila melihat
tren perolehan nilai, maka secara umum dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan bila
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dibandingkan dengan nilai yang diterima pada tahun 2016, khususnya pada komponen
perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan capaian kinerja. Satu-satunya
komponen yang mengalami penurunan nilai adalah pada komponen evaluasi internal, yaitu dari
5,54 menjadi 5,52.

Tabel 3.4 Realisasi Indikator Kinerja Nilai SAKIP

Capaian Kinerja Target %
Indikator (K201d5' . 2017 Akhir C;aF:'aIZ:
Kinerja | 2013 | 2014 onaist 1 5016 .| % | rRPIMD &
Awal Target | Realisasi capaian | (2021) s.d.
RPJMD) P 2017
Nilai cC cC cC cC cC BB
B
SAKIP | (56,71) | (59,36) | (52,87) | (58,36) (58,70) | 2783 | (>70) | 83

Sumber:Kemenpan RB, 2018

Berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan RB, nilai yang didapat oleh Pemerintah Provinsi
Jambi menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika
dibandingkan dengan capaian kinerjanya, akibat kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi
dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Provinsi Jambi
masih belum berjalan dengan baik dan perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut. Berikut ini
perkembangan penerapan akuntabilitas kinerja tahun 2015-2017:

Tabel 3.5 Perkembangan Capaian Nilai pada Komponen SAKIP

No Komponen yang dinilai 2015 2016 2017

a. Perencanaan Kinerja 16,48 19,26 19,29

b. Pengukuran Kinerja 11,81 12,63 12,67

c. Pelaporan Kinerja 9,17 9,34 9,37

d. Evaluasi Internal 4,64 5,54 5,52

e. Capaian Kinerja 10,77 11,59 11,85
Nilai Hasil Evaluasi 52,87 58,36 58,70
Tingkat Akuntabilitas ccC CcC CcC
Kinerja

Sumber: Kemenpan RB, 2018

Dalam rangka perbaikan nilai SAKIP, pada tahun 2017 Pemerintah Provinsi Jambi telah
melakukan beberapa upaya perbaikan pada komponen penilaian SAKIP. Pada komponen
perencanaan kinerja, Pemerintah Provinsi Jambi telah berusaha melalukan perbaikan Rencana
Strategis pada beberapa Perangkat Daerah agar mendukung capaian RPJMD Provinsi Jambi
Tahun 2016-2021 dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sasaran
strategis dalam RPJMD dan Renstra ini menjadi acuan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan
Penetapan Kinerja (PK) setiap tahunnya oleh Gubernur dan Kepala Perangkat Daerah lingkup
Pemerintah Provinsi Jambi. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Jambi juga telah mendorong
seluruh Perangkat Daerah untuk membuat cascading penetapan kinerja sampai dengan eselon
IV sehingga diharapkan seluruh komponen secara berjenjang memiliki kinerja yang saling
mendukung dalam pencapaian sasaran daerah.
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Sebagai penguatan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik, maka salah satu IKU yang ditetapkan untuk pencapaian misi pertama
dalam RPJMD adalah nilai SAKIP dengan program utama adalah program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan yang dilaksanakan oleh seluruh
perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan didukung antara lain oleh program-
program berikut:

a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dilaksanakan oleh Bappeda
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH, dilaksanakan oleh Inspektorat

c. Program Reformasi Birokrasi, dilaksanakan oleh Biro Organisasi
Program Pembangunan dan Pengembangan sarana teknologi informasi dan komunikasi,
dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi

Permasalahan:

1. Dokumen perencanaan kinerja di level satuan kerja belum sepenuhnya merupakan
penjabaran/ cascade dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah.

2. e-planning yang telah dibangun belum terintegrasi dengan e-budgeting karena perbedaan
penyedia, dimana e-budgeting yang telah digunakan terlebih dahulu belum mengizinkan
aplikasi e-planning terintegrasi. Hal ini mengakibatkan penggunaan e-planning tidak
maksimal.

Solusi:

1. Dalam rangka perbaikan dokumen perencanaan kinerja di level satuan kerja, pembinaan
dan pendampingan akan lebih ditingkatkan lagi.

2. Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya berkoordinasi dengan BPKP sebagai penyedia e-
budgeting untuk memberikan izin penintegrasian e-planning dan SIMDA (e-budgeting).
Pengintegrasian ini harus segera dilaksanakan untuk menyederhanakan prosedur
perencanaan dan pengendalian kinerja dan keuangan.

1.1.2. Hasil audit BPK terhadap laporan keuangan

Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak eksternal yang
dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penilaian oleh lembaga eksternal
ini menjadi komponen penting untuk karena secara objektif menunjukkan akuntabilitas dan
kinerja pemerintah daerah terutama dari segi keuangan. Hal ini menjadi bagian yang
menguatkan akuntabilitas pada aspek pencapaian kinerja.

ELY | LKj Pemprov. Jambi Tahun 2017



[AKUNTABILITAS KINERJA] R:1:AI

Tabel 3.6 Realisasi Capaian Indikator hasil Audit BPK terhadap Laporan Keuangan

ian Kineri
Capaian Kinerja Target %
. 2015 2017 . .
Indikator (Kondisi Akhir Capaian
Kinerja 2013 | 2014 2016 Reali- % RPJMD Target
Awal Target sasi capaian (2021) | s.d. 2016
RPJMD) P <
Hasil Audit
BPK
terhadap WTP | WTP WTP WTP WTP WTP 100 WTP 100
Laporan
Keuangan

Sumber:BPK, 2017

STIMEWA DPRD PROVINSI Pemeriksaan oleh BPK dilakukan
AP berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004
tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Pemeriksaan vyang dilakukan secara
periodik setiap tahun ini mencakup
pemeriksaan terhadap neraca, laporan
realisasi anggaran, laporan arus kas dan
catatan atas laporan keuangan. Realisasi
atas target kinerja ini menunjukkan hasil
yang sangat baik karena untuk kelima
Gambar 3.4 Penerimaan hasil audit BPK atas laporan  kalinya Provinsi Jambi dapat

Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi mempertahankan opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) atas laporan

keuangannya. Atas pencapaian ini maka

11.63% kinerja indikator kedua pada sasaran
pertama ini adalah sangat tinggi atau
\ memenuhi target yang telah ditetapkan

dalam perjanjian kinerja dan RPJMD.
Capaian kinerja ini bila dibandingkan
dengan target akhir RPJMD juga telah
mencapai 100% atau sangat tinggi.

Sebagai catatan, realisasi ini merupakan
capaian kinerja Pemerintah Provinsi

m Selesai m Ditindaklanjuti ~ Belum Jambi  untuk  tahun 2016 vyang
dikeluarkan oleh BPK pada tahun 2017.

Untuk hasil pemeriksaan atas kinerja

Gambar 3.3 Persentase penyelesaian  hasil
pemeriksaan BPK dan Inspektorat

Provinsi Jambi Tahun 2017 tahun 2017, masih dalam proses ketika

laporan ini disusun.

Dalam rangka perbaikan akuntabilitas pengelolaan keuangan, Pemerintah Provinsi Jambi
terus mengupayakan penyelesaian rekomendasi - rekomendasi yang diberikan oleh Aparat
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Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rl dengan
melaksanakan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Kepala Daerah, selain terus meningkatkan kemampuan tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah melalui
pelaksanaan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
Perkembangan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah
Inspektorat Provinsi Jambi dan BPK Rl pada tahun 2017 dapat dilihat pada gambar di atas.
Gambar tersebut menunjukkan bahwa 88,37% hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti dengan
rincian 53,49% selesai ditindaklanjuti dan 34,88% belum selesai. Sedangkan sisanya sebesar
11,63% akan terus diupayakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk ditindaklanjuti hingga
tuntas.

Permasalahan:

1. Adanya tahapan penyelesaian kasus yang memerlukan pendalaman sehingga memerlukan
waktu yang relatif lama.

2. Masih terdapat Objek Pemeriksaan (SKPD) yang tidak melaksanakan tindaklanjut hasil
pemeriksaan sebelumnya karena belum adanya sanksi yang tegas terhadap Obrik yang
tidak/belum melaksanakan tindaklanjut hasil pemeriksaan.

3. Kurangnya pemahaman Obrik terhadap Rekomendasi/saran dari temuan pemeriksaan.

4. Sulitnya menindaklanjuti temuan yang berhubungan dengan pihak ketiga, dikarenakan
adanya pekerjaan yang disub-kontrakkan.

Solusi:

1. Mengupayakan penyelesaian Kasus tahapan dan waktu yang lebih singkat
Perlu adanya sanksi yang jelas dan tegas sehubungan dengan pelaksanaan tindaklanjut hasil
temuan pemeriksaan, baik yang berhubungan dengan pemeriksaan oleh BPK maupun oleh
APFP

3. Menjalin koordinasi yang baik antara Obrik/SKPD dengan lembaga pemeriksaan, baik APFP
maupun BPK sehingga tindaklanjut dapat dilaksanakan dengan cepat

4. Mengupayakan pola yang tepat menghubungkan antara Obrik/SKPD dengan pihak ketiga
dalam menindaklanjuti temuan yang ada.

1.1.3. Efisiensi pengelolaan Keuangan daerah

Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah memperlihatkan sejauhmana daerah
dapat mengelola keuangan daerahnya. Berdasarkan perhitungan sementara (proses penilaian
atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi oleh BPK sedang berlangsung pada saat
laporan ini dibuat), pada tahun 2017 efisiensi pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jambi
adalah 89,32% atau masuk dalam kriteria cukup efisien (berdasarkan Kepmendagri
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N0.690.900.327 Tahun 1996). Namun bila dibandingkan dengan target dan capaian tahun lalu,
capaian ini menunjukkan peningkatan ke arah yang lebih baik dan melebihi target kinerja yang
telah ditetapkan pada tahun 2017 atau berkinerja sangat tinggi. Bahkan bila dibandingkan
dengan target akhir RPJMD atau target tahun 2021, maka capaian kinerja saat ini telah mencapai
111,50% atau sangat tinggi.

Tabel 3.7 Kriteria efisiensi kinerja Keuangan berdasarkan
Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

Kriteria Efisiensi Persentase Efisiensi
>100% Tidak efisien
90% - <100% Kurang efisien
80% - <90% Cukup efisien
60% - <80% Efisien
<60% Sangat Efisien

Tabel 3.8 Capaian Indikator Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah

Capaian Kinerja o
. 2015 2017 Target ®
Indikator (Kondisi % Akhir Capaian
Kinerja 2013 2014 Awal 2016 Target Reali- ca;::ai RPJMD Target
i ) 2021 .d. 201
RPIMD) sasi an (2021) | s.d. 2016
Efisiensi
pengelolaan | ) o7 | 100,15 | 10926 | 97,08 | 1080 | 89,32 | 117,30 | 100,93 | 111,50
keuangan
daerah

Sumber: Bappeda (Hasil analisis), 2018

Bila melihat capaian indikator ini setiap tahunnya, terlihat realisasi yang berfluktuatif. Besarnya
pendapatan yang merupakan pembagi dalam perhitungan efisiensi sangat tergantung dengan
situasi perekonomian dan kebijakan pada saat itu. Realisasi dana perimbangan dan kemampuan
pemerintah Provinsi Jambi menggali potensi Pendapatan Asli Daerah melalui pelaksanaan
program pengelolaan keuangan daerah turut mempengaruhi capaian indikator ini.
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Tabel 3.9 Realisasi Pendapatan Tahun 2016-2017
JUMLAH REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG)
URAIAN
2016* 2017%* Rp. %
1 2 3 4 5
1 | PaD 1.233.133.129.097,10 | 1.580.651.034.565,96 | 347.517.905.468,86 28,18
Pajak Daerah 966.519.347.102,57 | 1.316.162.467.485,16 | 349.643.120.382,59 36,18
Retribusi Daerah 19.036.490.425,00 19.860.002.006,00 823.511.581,00 4,33
Hasil Pengelolaan 27.000.011.616,41 29.054.470.466,63 2.054.458.850,22 7,61
Kekayaan Daerah
Lain-lain PAD 220.577.279.953,12 |  215.574.094.608,17 (5.003.185.344,95) (2,27)
2 | pana Perimbangan 1.547.888.628.151,0 | 2.723.260.588.950,00 | 1.175.371.960.799,00 75,93
Dana Transfer Umum 1.466.243.775.693,00 | 1.788.432.915.714,00 |  322.189.140.021,00 21,97
- Bagi Hasil Pajak/ Bagi
agi Hasil Pajak/ Bagi | 350291 59769300 | 390.520.754.714,00 | (5.270.542.979,00) (1,33)
Hasil Bukan Pajak
-DAU 1.070.452.478.000,00 | 1.397.912.161.000,00 |  327.459.683.000,00 30,59
Dana Transfer Khusus 81.644.852.458,00 | 934.827.673.236,00 | 853.182.820.778,00 | 1.044,99
- DAK 20.536.912.458,00 | 163.283.632.087,00 | 142.746.719.629,00 695,07
-BOS 61.107.940.000,00 | 771.544.041.149,00 |  710.436.101.149,00 | 1.162,59
3 [ Lain-lain Pendapatan | 3 192.580.303,00 1.470.960.000,00 | (611.721.620.303,00) (99,76)
Daerah yang Sah
Pendapatan Hibah 1.401.600.000,00 1.470.960.000,00 69.360.000,00 4,95
Dana ~ Penyesuaian dan | o1, 296 980 303,00 0,00 | (611.790.980.303,00) |  (100,00)
Otonomi Khusus
Jumlah Pendapatan Daerah 3.394.214.337.551,10 | 4.305.382.583.515,96 | 911.168.245.964,86 26,84

Sumber: Bakeuda, 2018
*) Data LKPJ Tahun 2016
**) Angka Sementara

Realisasi pendapatan daaerah Provinsi Jambi Tahun 2017 sejumlah Rp4,30 triliun atau

mencapai 101,69 persen dari target yang telah ditetapkan pada APBD Perubahan sejumlah

Rp4,23 triliun. Realisasi tersebut lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 26,84 persen atau

sejumlah Rp 911,17 miliar dari realisasi tahun 2016 yang mencapai Rp3,39 triliun. Kontribusi

terbesar secara berurutan pada pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan

yaitu sebesar 63,25 persen, Pendapatan Asli Daerah sebesar 36,71 pesen dan lain-lain

Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 0,03 persen. Secara ringkas pendapatan daerah Tahun
2016-2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Permasalahan:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum tergali optimal dan pendapatan daerah masih sangat

tergantung dengan dana perimbangan.

2. Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dan retribusi daerah belum tinggi.
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Solusi:

1. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dengan inovasi-inovasi baru yang
memudahkan akses wajib pajak, salah satunya adalah e-samsat yang telah di-launching
pada tahun 2017.

2. Pemutihan terhadap denda pajak kendaraan bermotor.

1.1.4. Indeks transparansi Pemerintah

Transparansi merupakan salah satu prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik,
sehingga indeks tranparansi menjadi komposit dari penilaian Indonesia Governance Index (IGl).
Indeks transparansi merupakan salah satu indeks yang tidak diukur setiap tahun, namun penting
untuk dijadikan indikator kinerja utama. Indeks ini menunjukkan posisi relatif Provinsi Jambi
terhadap capaian provinsi lainnya.

Berdasarkan rilis data terakhir pada tahun 2013, capaian indeks transparansi Pemerintah
Provinsi Jambi adalah 6,32 dan sampai akhir 2016 belum ada rilis data terbaru terkait indeks ini.
Oleh karena itu realisasi kinerja pada tahun 2016 masih menggunakan data ini atau terealisasi
sebesar 98,75% dengan kategori sangat tinggi.

Tabel 3.10 Capaian Indikator Indeks Transparansi Pemerintah

Capaian Kinerja
Z?:: 2017 Target %
Indikator disi % Akhir Capaian
Kinerja 2013 | 2014 Awal 2016 Target Realisa capoai RPJMD Target
i 2021 .d. 201
RPIM si an (2021) | s.d. 2016
D)
Indeks
Transparansi | 6,32% | 6,32% | 6,32%) 6,32%) 6,5 6,32% | 97,23 | 7,05 89,65
Pemerintah

Sumber: I1Gl, 2012
*) data survey terakhir (2012), belum ada data terbaru yang dirilis

Salah satu bentuk implementasi dari transparansi pemerintah adalah keterbukaan
informasi publik, atau dengan kata lain masyarakat dapat mengakses web resmi pemerintah
dengan mudah. Pemerintah Provinsi Jambi dan seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah
Provinsi Jambi telah memiliki web resmi yang memuat informasi-informasi yang masuk dalam
kategori informasi publik. Publik dapat memberikan saran dan kritik membangun terkait
perkembangan pembangunan Provinsi Jambi.
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